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ABSTRAK 

IMPLEJvIBNTASI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN 
PENYIT AAN DALAM UPA YA OPTIMALISASI P ENERIMAAN PAJAK 

DI KANTOR PELA YANAN PAJAK PRATAMA BINJAI 
Nama 
N P M  

Kartika Dewanty Sitepu 
151803045 

Penerimaan negara dari sektor pajak masih menjadi primadona sumber 
pemasukan negara untuk membiayai pembangunan infrastuktur dan keperluan 
negara lainnya. Kenyataannya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak 
dan pemenuhan kewajiban..1ya masih sangat kurang, Untuk mengatasinya 
pemerintah melakukan tax reform melalui sistem self assessment sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan. Pelaksanaan pembaharuan sistem yang mengharuskan 
Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang 
harus dibayarkannya itu belum sesuai dengan yang diharapkan, masih banyak 
Wajib Pajak yang belum melaksanakan pemenuhan kewajibannya sehingga 
menimbulkan tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun 
mengharuskan aparat perpajakan (fiskus) dalam hal ini Jurusita untuk 
melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak masih belum efektif tanpa 
adanya peraturan yang besifat memaksa. Pemerintah mengesahkan Undang­
undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 
2000, yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan 
aktif yang meliputi penyampaian Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan. 

Menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis 
normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan 
data sekunder. Studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada informan 
yaitu Jurusita dan Wajib Pajak. Analisa data dilakukan secara kualitatif. 

Dari basil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penagihan 
pajak dengan surat paksa dan penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah dilaksanakan dalam mengoptimalkan 
penerimaan pajak. Pada kenyataannya masih ditemui beberapa hambatan yaitu 
rendahnya kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak, alamat Wajib Pajak 
terdaftar susah ditemui, kurangnya data pendukung, jumlah Jurusita, dan 
peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kegiatan 
sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan intensif dan 
berkelanjutan, perbaikan alamat Wajib Pajak terdaftar, penambahan Jurusita 
dan S D M, peningkatan kerjasama terhadap pihak ketiga dan adanya kejelasan 
atas peraturan perundang-undangan tindakan penagihan aktif guna tercapainya 
target dan realisasi penerimaan paj ak. 
Kata kunci : Surat Paksa, Penyitaan, Jurusita Pajak, KPP Pratama Binjai 

melakukan tax reform melalui sistem self assessment 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 
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Jurusita dan Wajib Pajak. Analisa data dilakukan secara kualitatif. 
basil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

dengan surat paksa dan penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF TAX COLLECTION WITH DISTRESS WARRANT 
AND FORECLOSURE IN OPTIMALIZATION EFFORT OF TAX REVENUES 

IN PRATAMA BINJAI TAX SERVICE OFFICE 
Name : KartikaDewantySitepu 
NPM : 151803045 

Sate revenue from the tax sector is still a belle of the source of state 
revenues to finance the. construction of infrastructure and other state needs. In 
fact, public awareness to pay taxes and fulfillment is still very low. To overcome, 
the government reform the taxation through a self assessment system accordance 
with Law No. 28 of 2007 about General Provisions and Tax Procedures. 
Implementation of system renewal of the taxpayer's calculation in calculating, 
depositing and reporting itself the amount to be met is not as expected. There still 
many taxpayers who have not fulfilled their obligations, resulting in an ever 
increasing arrears from year to year greeting Tax apparatus in. This is the bailiff to 
make income tax processing. Billing is still not effective without any workable 
regulations. The government ratified Law No. 19 of 1997 concerning Tax 
Collection under forced labor having been amended the latest by law No. 19 of 
2000, which is used as a basic for carrying out the prevailing actions of forced 
mail, foreclosure and hostage dispatch 

Answering the problem is used normative juridical method and juridical 
empirical research method. The data used are primary data and secondary data. 
Field study by conducting interviews to informants namely bailiff and taxpayers. 
Data analysis is done qualitatively. 

From the result of the research shows that the implementation of tax 
collection by distress warrant and foreclosure made by bailiff in the PratamaBinjai 
Tax Service Office has been implemented in optimizing tax revenue. In reality, 
there still encountered some obstacles that is low compliance taxpayers to pay 
taxes, the address of taxpayers registered hard to find, lack of supporting data, the 
number of bailiffs and legislation. To solve these obstacles, socialization and 
extension activities to the community are conducted intensively and continuously, 
improvement of registered taxpayer address, addition of bailiff and human 
resource, enhancement of cooperation to third parties and the clarity of the 
legislation of active billing action in order to achieve the target and realization of 
tax revenues. 
Key words: Distress warrant, Foreclosure, Tax Bailiff, Binjai Tax Service Office. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor 

pajak tidaklah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak orang yang 

tidak rela untuk membayar pajak, apalagi setelah mengetahui uang hasil pajak 

tersebut tidak bisa dirasakan secara langsung, sehingga sering dianggap 

merugikan bagi yang membayar. Kesadaran orang untuk membayar pajak 

sudah tinggi dan undang-undang pajak dapat berjalan dengan baik, terhadap 

wajib pajak yang tidak mau atau belum melunasi kewajibannya membayar 

pajak yang terutang, maka diperlukan peran aktif dari fiskus itu sendiri. 

Penerimaan dari sektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan 

negara yang sangat potensial dan sangat vital, maka penerimaan dari sektor 

pajak harus terus ditingkatkan. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor paj ak diawali 

dengan cara mengadakan pembaharuan sistem perpajakan nasional atau lebih 

dikenal dengan istilah tax reform. Tax reform ini ditandai dengan 

diberlakukannya sistem self assessment sebagaimana diatur dalam Pasal 12 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

untuk membayar pajak, apalagi setelah mengetahui uang 

tidak bisa dirasakan secara langsung, sehingga sering 

bagi yang membayar. Kesadaran orang untuk membayar 

tinggi dan undang-undang pajak dapat berjalan dengan baik, 

pajak yang tidak mau atau belum melunasi kewajibannya 

terutang, maka diperlukan peran aktif dari fiskus itu sendiri. 

Penerimaan dari sektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan 

yang sangat potensial dan sangat vital, maka penerimaan 

harus terus ditingkatkan. Usaha yang dilakukan pemerintah 

meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor paj 
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2 

Tata Cara Perpajakan.1 Self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besamya pajak yang 

harus dibayar. 2 

Pembaharuan sistem perpajakan nasional ini diharapkan dapat 

mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pelaksanaannya masih 

banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik, 

sehingga timbul tunggakan pajak. Tunggakan pajak yang semakin meningkat 

dari tahun ke tahun mengharuskan aparat perpajakan (fiskus) untuk melakukan 

penagihan pajak. Penagihan pajak masih belum efektif tanpa adanya peraturan 

yang besifat memaksa. Sehingga pemerintah mengesahkan Undang-undang 

Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2000, yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan 

aktif yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat 

Paksa serta penyanderaan. 

Surat Paksa memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan 

akim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sudah dapat 

ilaksanakan, untuk melunasi hutang pajaknya sampai dengan pelelangan, jika 

ajib pajak tersebut tidak mau melunasi hutang pajak serta biaya 

1 Gunadi. Bunga Rampai Pemeriksaan Penyidikandan Penagihan Pajak. (Jakarta: MUC 
· g 2004), hal. 56. 

Ibid. 

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan 

timbul tunggakan pajak. Tunggakan pajak yang semakin 

ke tahun mengharuskan aparat perpajakan (fiskus) untuk 

pajak. Penagihan pajak masih belum efektif tanpa adanya 

besifat memaksa. Sehingga pemerintah mengesahkan Undang-undang 

tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 

digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan 

yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan 

penyanderaan. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



113 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku: 

Ali, Achmad, Menguak Tahir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi). 
Jakarta: Sinar Grafika, 2002. 

Brotodihardjo, R.Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT Refika 
Aditama, 2003. 

Bungi, Burhan, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan 
Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2003. 

Friedman, W, Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas 
Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, 
Terjemahan Muhammad. Bandung: Mandar Maju, 1997. 

Gunadi. Bunga Rampai Pemeriksaan Penyidikandan Penagihan Pajak. 
Jakarta: MUC Publishing, 2004. 

Hartono, C.F.G. Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum 
Nasional, Bandung: Alumni, 1991. 

Hartono, Sunarjati. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia., Jakarta: Bina 
Cipta, 1986. 

Hisyam, M, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, Jakarta: FE U I, 1996. 

Ilyas, Wirawan B dan Suhartono, Rudi, Panduan Komprehensif dan Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Jakarta: 
Lembaga Penerbit FE U I, 2007. 

Irwansah Lubis. Kreatif Gali Sumber Pajak tanpa Membebani Ralyat. Jakarta: 
Kompas Gramedia. 2011. 

Juwana, Hikmahanto, Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia, 
Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, 
Sub Terna: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia 
diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, tanggal 
14 Agustus 2004. 

Burhan, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi 
Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta: 
Grafindo Persada, 2003. 

W, Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus 
Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal 
Terjemahan Muhammad. Bandung: Mandar Maju, 1997. 

Bunga Rampai Pemeriksaan Penyidikandan Penagihan 
Jakarta: MUC Publishing, 2004. 

C.F.G. Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem 
Nasional, Bandung: Alumni, 1991. 

Sunarjati. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia., Jakarta: 
1986. 

Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, Jakarta: FE U I, 1996. 

Wirawan B dan Suhartono, Rudi, Panduan Komprehensif dan 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



1 14 

Kala, Syafruddin. Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa 
Pertanahan Antara Afasyarakat Versus PTPN-1! dan PTPN-III di 
Sumatera Utara., Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas 
Sumatera Utara, 2003. 

Kamello, Tan, Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian 
Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di 
Sumatera Utara, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas 
Sumatera Utara, 2002. 

Kumiawan Anang Mury. Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan 
Penyidikan dan Penagihan Pajak. Y ogyakarta: Graha Ilmu. 20 1 1. 

Kusumaatmadja, Mochtar, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang 
Membangun, Jakarta: Binacipta, 1978. 

, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan 
Nasional, Bandung: Binacipta, 1986. 

, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, 
Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi, Fakultas Hukum 
Universitas Padjadjaran, Bandung: Bina Cipta, 1986. 

Lubis, M. Soly, Filsafat !!mu dan Penilitian, Bandung: Mandar Maju, 1994. 

Mansury, R. Pajak Penghasilan Lanjutan, Jakarta:Ind-Hill, 1996. 

Marsuni, Lauddin, Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia, Jakarta: 
UII Press, 2007. 

MD, Moh. Mahfud, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia., Y ogyakarta: 
Gama Media, 1999. 

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Y ogyakarta: 
Liberty, 1999. 

Moleong, Lexy J, Metode Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004. 

Nasution, Bismar, Hukum Rasional untuk Landasan Pembangunan Ekonorni 
Indonesia, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan 
Ekonomi, sub tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi 
Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, 
Medan, Sabtu 14 Agustus 2004. 

Penyidikan dan Penagihan Pajak. Y ogyakarta: Graha Ilmu. 20

Kusumaatmadja, Mochtar, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang 
Membangun, Jakarta: Binacipta, 1978. 

, Fungsi , Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan 
Nasional, Bandung: Binacipta, 1986. 

, , Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum 
Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi, Fakultas 
Universitas Padjadjaran, Bandung: Bina Cipta, 1986. 

Soly, Filsafat !!mu dan Penilitian, Bandung: Mandar Maju, 

Pajak Penghasilan Lanjutan, Jakarta:Ind-Hill, 1996. 

Lauddin, Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia, 
Press, 2007. 

Mahfud, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia., Y 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Peters, A.A.G. dan Siswosoebroto, Koesriani, Hukum dan 
Sosial (Buku !), Jakarta: Sinar Harapan, 1988. 

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1982. 

, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, 1983. 

Rahayu, Siti Kumia, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, 
Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010. 

Rasjidi, Lili, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Bandung: Alumni, 1992. 

, Filsafat Hukum Apakah Hukum !tu, Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 1991. 

Resmi, Siti, Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. 2013. 

Rosdiana, Haula dan Tarigan, Rasin, Perpajakan Teori dan Aplikasi, Jakarta : 
P T  Raja Grafindo Persada, 2005. 

Rosjidi, Lili dan Putra, LB. Wiyasa, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: 
Mandar Maju, 2003. 

Rusdji, Muhammad, Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Jakarta: PT. 
Indeks, 2007. 

Saleh, Roeslan, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang­
undangan, Jakarta: Bina Aksara, 1979. 

Siti Resmi. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. 2013. 

Sitorus, Oloan, dan Minin, Darwinsyah, Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di 

Bidang Hukum, Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan 
Disertasi, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003. 

Soebyakto, Tentang Kejurusitaan, Dalam Praktik Peradilan Perdata, Jakarta: 
Djambatan, 1993. 

Soekanto, Soerjono, Penegakan Hukum, Jakarta: Binacipta, 1983. 

, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Edisi Baru, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2001. 

Soemarso, S.R. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat, 2007. 

, , Filsafat Hukum Apakah Hukum !tu, Bandung: 
Rosdakarya, 1991. 

Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. 

Haula dan Tarigan, Rasin, Perpajakan Teori dan Aplikasi, 
Raja Grafindo Persada, 2005. 

Lili dan Putra, LB. Wiyasa, Hukum Sebagai Suatu Sistem, 
Mandar Maju, 2003. 

Muhammad, Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Jakarta: 
Indeks, 2007. 

Roeslan, Penjabaran Pancasila dan UUD UUD UU 1945 Dalam Perundang­
undangan, Jakarta: Bina Aksara, 1979. 

Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. 2013. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



116 

Soemitro, Rachmat, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, 
Jakarta: Eresco, 1999. 

Suandy, Erly, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2011. 

Suhartono, Rudy dan Ilyas, _Wirawan B. Panduan Komprehensif dan Praktis 
Ketetntuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KVP), Jakarta:Salemba 
Empat, 2010. 

Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2001. 

Syamsi, Ibnu, Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, Jakarta: Rineka 
Cipta, 2007. 

Syarif Amiroedin dan Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, 
Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999. 

Wahab, Solichin Abdul, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke 
Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 2004. 

Waluyo. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 2011. 

Wilamarta, Misahardi, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas 
dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance, Disertasi, 
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002. 

Yani, Ahmad, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di 
Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002. 

B. Perundang-Undangan: 

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946 

Undang-undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 6 Tahun 
1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan 

Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara 
Perpajakan 

Ibnu, Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, Jakarta: 
Cipta, 2007. 

Amiroedin dan Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu 
Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999. 

Solichin Abdul, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi 
Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 2004. 

Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 2011. 

Misahardi, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham 
dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance, 
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002. 

Ahmad, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



117 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 
Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan d<rn lain-lain. 

C. Internet: 

Ronna Nirmala, "Perkara pembunuhan juru sita dan prosedur penagihan utang 
pajak", Melalui https://beritagar. idlartikel/berita/perkara-
pembunuhan-juru-sita-dan-prosedur-penagi han- utang-pajak. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




